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Penanggung Jawab
Proses Nama & ngatan Ttd Tanggal
1. Perumusan Sri Setiyowati, M.Kom Ketua LPPMA %Hf 20 Oktober 2018
2. Pemeriksaan Dr. H. Jihaddudin, M.Pd Warek | %‘ 20 Oktober 2018
3. Persetujuan Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH | Ketua Senat UNMA % 20 Oktober 2018
4. Penetapan Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH | Rektor / j /h) 20 Oktober 2018
5. Pengesahan Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM Ketua BPH UNMA M 20 Oktober 2018
6. Peningkatan Sri Setiyowati, M.Kom Ketua LPPMA ' %\Lb’ 20 Oktober 2018
A. Tujuan

Melayani dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama internal dan Eksternal dalam kaitannya
pengembangan sumber daya serta melakukan pengkajian untuk memecahkan permaslahan yang berhubungan
dengan pengembangan pendidikan di Universitas Mathla’ul Anwar Banten maupun dengan instansi di luar
Universitas Mathla’ul Anwar Banten.

B. Luas Lingkup



Mulai dari merancang Surat Perjanjian Kerjasama dan MOU dengan instansi perguruan Tinggi/instansi lain
yang ingin malakukan kerjasama dengan Universitas Mathla’ul Anwar Banten

C. Definisi

Kerjasama adalah bentuk ikatan hubunagn dengan instansi terkait dalam kaitannya dengan pengkajian dan
pengembangan Akademik, maupun sumber daya manusia dalam pendididkan

D. Uraian Prosedur

Pimpinan Fakultas/Universitas mempromosikan untuk melakukan kerjasama baik secara langsung maupun
melewati email.

Bagian kerjasama membuat serta merancang rincian surat perjanjian kerjasama dengan MOU dengan Instansi
terkait yang ingin melakukan kerjasama dengan Unversitas. Dekan membuat serta merancang rincian surat
perjanjian kerjasama dan MOU dengan instansi terkait yang ingin melakukan kerjasama dengan Fakultas yang
bersangkutan.

Wakil Rektor 111 memberikan saran dan pengarahan yang di perlukan untuk menyempurnakan rancangan surat
perjanjian atau MOU tersebut sehingga layak untuk di gunakan serta melakukan revisi bila di perlukan guna
menyempurnakan rancangan surat perjanjian maupun MOU tersebut serta memberikan persetujuan untuk di
serahkan kepada wakil Rektor I11

Wakil Rektor Ill dapat langsung memberikan persetujuan mengenai rancangan surat perjanjian atau MOU
tersebut atau menolaknya. Apabila di tolak maka rancangan tersebut di kembalikan ke bagian kerjasama guna
di perbaiki, dan apabila di setujui maka dapat di tindaklanjuti dengan pengedaran surat perjanjian atau MOU
tersebut ke instansi yang bersangkutan.

Rektor melaksnakan penandatanganan surat perjanjian atau MOU dengan Instansi yang bersangkutan.

E. Pengguna

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas
3. Wakil Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan

F. Referensi

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Menpan Nomor 35 tahun
2012.
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